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PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU :
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PELARANGAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang @ a.  bahwa berbagai bentuk perbuatan yang
merupakan  penyakit masyarakat telah
meresahkan, mengganggu ketentraman dan
ketertiban, yang tidak sesuai dengan aturan
agama, adat dan tata krama kesopanan, tetapi
akibat hukumnya belum terjangkau olel
peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga langkah-langkah
pelarangan dan penindakan belum dapat
dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang ;

b.  bahwa dalam rangka mewujudkan rasa aman,
nyaman dan tentraman di Kabupaten
Indragiri  Hulu dari  gangguan/dampak _
negative yang disebabkan oleh adanya |-
penyakit masyarakat diperlukan aturan
tentang pelarangan dan penindakan terhadap
berbagaii penyakit masyarakat ;

c. bahwa sebagaimana tersebut buruf a dan b
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. -

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam
lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25) secbagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor i
06 Tahun 1965 tentang pembentukan !
Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 49, tambahan Lembaran
Negara Nomor 2754) ;
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10.

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Menyatakan Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik
Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia
dan mengubah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara
Nomor 1660) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun [981 Nomor 76, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209) ;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 10) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997
tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 67) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
teatang Peinerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165, tambahan
Lembaran Ncgara 3880) ;

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun,
Natuna, Kuantan Singingi, kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,
tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia (LLembaran Negara Tahun 2002
Nomor 2) ;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6,
tambahan Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 3258) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang  Koordinasi  Kegiatan  Instansi
Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 3373) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000,
tentang Kewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai  Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN {

INDRAGIRI HULU TENTANG
PELARANGAN DAN PENINDAKAN
PENYAKIT MASYARAKAT.
! BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daera'r.\ adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Dacrah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang
menjaga  keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan
hukum.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum
tetap.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu

untuk melakukan pelarangan dan penindakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Penyedik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
ientang tindak pidana terjadi.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan

mengamankan Peraturan Daerah serta Keputusan Bupati.

Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kondunsif yang

memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan

kegiatan yang tertib, aman dan tentram.

Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau

seluruh bagunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan
yang dikelola secara komersial.

Wisma adalah fasilitas berbentuk rumah yang terdiri dari kamar-
kamar untuk disewakan sebagai tempat tinggal.

Objek wisata adalah fasilitas umum untuk berekreasi, baik yang
bersifat alami maupun buatan.

Tempat Hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bias
menikmati - hiburan  seperti  film, musik dan karaoke atau
menikmati minuman atau tempat orang bersenang-senang.

Salon kecantikan adalah tempat usaha melayani jasa kecantikan.
Penyakit Masyarakat adalah suatu tindakan/perbuatan sikap
prilaku  sescorang  atau kelompok yang menyimpang dan
bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Prostitusi adalah hubungan sex diluar nikah, dengan perjanjian
menguntungkan kedua belah pihak.
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18. Zina adalah ;
a. Perbuatan sclingkuh antara laki-laki dan perempuan yang
tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan).
b. Perbuatan yang mengarah kepada dan mendekati perbuatan
zina.
' 19. Homosex adalah hubungan sex yang dilakukan oleh sesama
“ lelaki dua orang atau lebih.
- 20. lesbian adalah hubungan sex yang dilakukan oleh sesama
" wanita dua orang atau lebih.
i 71. Sodomi adalah hubungan scX malalui anus yang dilakukan
‘3 laki-laki dengan sesame jenisnya.
| 22, Tindakan Pomo adalah scgala jenis kegiatan dan atau
' perbuatan yang merangsang nafsu birahi.
73 Judi adalah kegiatan dan atau permainan dengan taruhan baik
berupa uang benda ataupun yang sejenisnya.
24 a. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau
memabukkan (berkadar)

b. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman baik sintesis maupun yang semi sintesis
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya  rasa, mengurangi  sampai

menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan
ketergantungan.

_Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun
sintesis bukan Narkotika yang berkhasiat psycho aktif

melalui pengaruh sensitive pada susunan syaraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental pelaku.

(e}

BABII
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Dacrah ini mencakupi segala bentuk
perbuatan, tindakan atau prifaku yang berhubungan dengan
Pekat.

(2) Penyakit Masyarakat sebagimana diamksud dalam ayat {n
pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan sebagai berikut :

a. Prostitusi
b. Zina
¢. Homosex
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¢. Sodom

. Jud

¢ Minuman Keras

h. Penvalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Psikotropika
i. Tindakan Porno

(3) Semua tindakan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan
penyakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
pasal ini adalah tindakan dan atau perbuatan yang belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B ABIII
HAK, KEWAJIUBAN, DAN LARANGAN
Pasal 3

Setiap Orang berhak untuk hidup dalam suatu lingkungan yang
aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan
prilaku Pekat.

Pasal 4

Setiap Orang dimana saja dan kapan saja wajib :

a. Mencegah segala perbuatan tindakan atau prilaku Penyakit
Masyarakat yang dia ketahui atau yang dia pantas ketahui akan
terjadi.

b. Mengawasi supaya tidak terjadi tindakan dan atau perbuatan
vang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat dilingkungan
tempat tinggalnya.

c. Meglindungi  karyvawan/karvawati  yang berada  dibawah
wewenangnya supaya tidak menjadi Korban masyarakat.

d. Melaporkan dan atau mengadukan kepada Pihak yang berwajib
apabila menemukan tindakan vang dapat diduga menjurus
kepada terjadiya Pekat.

Pasal 5
(1) Pcjabat yang berwewenang dilarang mengeluarkan izin usaha

dan  atau  kegiatan  yang  merangsang  tumbuh  dan
berkembangnya perbuatan, tindakan dan prilaku Pekat.
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(2) Pcjabat yang berwewenang  dilarang memperpanjang izin
usaha dan atau kegiatan yang diduga telah merangsang tumbuh
dan berkembangnya Pckat.

Pasal 6

(1) Setiap orang dilarang :

a. Melakukan hubungan Sex dalam bentuk Prostitusi, Zina,
Homosex. Lesbian, Sodomi dan atau tindakan Pomo.

b. Memfasilitasi terjadinya hubungan Sex dalam bentuk
Prostitusi, Zina. Homosex, Lesbian, Sodomi dan atau
tindakan Pormo.

c. Melindungi  perbuatan, tindakan dan prilaku  yang
menimbulkan hubungan Sex dalam bentuk Prostitusi, Zina,
Homosex, Lesbian, Sodomi dan atau tindakan Porno.

(2) Setiap laki-laki atau perempuan baik sendiri-sendiri,
berpasangan atau berkelompok, dilarang berada pada tempat
dan atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama
serta adapt serta memperlihatkan sikap dan atau prilaku yang
memberikan peluang kearah terjadinya Penyakit Masyarakat.

Pasal 7

(1) Dilarang setiap pemilik dan atau pengusaha hctel., wisina,
penginapan dan atau pemondokan menerima penyewa yang
berlain jenis kelamin tanpa ikatan pemikahan dalam satu
kamar.

(2) Setiap pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma, penginapan,
pemondokan tempat hiburan, objek wisata, panti pijit dan
salon kecantikan, dilarang :

a. Mempergunakan fasilitas diatas untuk sesuatu yang bukan
peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya Pekat.

b. Memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya Pekat.

¢. Menyediakan sarana dan prasrana terjadinya Pekat.

d. Memperdagangkan atau menyebarkan benda-benda yang
merangsang terjadinya Penyakit Masyarakat (Pomografi).

¢. Meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya Pekat.
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Pasal 8

(1) Sctiap orang dilarang membawa, menyimpan, menjual dan
atau meminum minuman keras.

(2) Sctiap orang dilarang menyediakan fasilitas dan atau tempal
untuk penjualan minuman keras dalam bentuk apapun.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menyediakan fasilitas dan atau tempat
penjualan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Setiap oirang dilarang menjual dan atau mengedarkan kupon
undian dalam bentuk apapun.

BABIV
PENYIDIK DAN PENYIDIKAN
Pasal 10

(1) Penyidik adlah :
a. Penyidik POLRI
b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan
Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pejabat lain yang diberi wewenang melakukan penyidikan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
wajib:
a. menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang
adanya perbuatan atau tindakan Penyakit masyarakat.
b. Menindak!anjuti laporan atau pengaduan masyarakat.

(3) Dalam melakukan tugas, penyidik scbagaimana dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini berwenang.

a. Mclakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan.

b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka.

c¢. Memasuki tempat dan atau fasilitas yang diduga didalamnya
terjadi perbuatan atau tindakan Pekat.

d. Mclakukan Penyitaan benda dan atau dokumen yang
diperlukan untuk penyidikan.
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Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

¢.
! didengar dan diperiksa sebagai

f Mcngambil orang untuk

tersangkaatau saksi.
g. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukann dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Melakukan penghentian  penyidikan setelah mendapat
petunjuk dalam penyidik POLRI. bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutnya melalui  Penyidik POLRI
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarga.

Mengadakan tindakan ain menurut hukumyang dapat

dipertanggungjawabkan untuk penyidikan dan yang

dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negri Sipil sepertl

dimaksud pada pasal 5 ayat (2).

(4) Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik POLRI.

(5) Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sebagaimana dalam ayat
(1) huruf b mempunyai kewajiban dan wewenang membuat
beiita acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka.

b. Pemasukan rumah.

c. Penyitaan benda.

d. Pemeriksaan surat.

e. Pemeriksaan saksi.

f Pemeriksaan di tempat kejadian.

g. Pemanggilan terhadap pihak keluarga tersangka.

BABYVI
SANKS!I ADMINISTRASI

Pasal 11

(1) Bupati  berwenang  melakukan pemerintahan  terhadap
penanggeung jawab usaha sehagaimana dimaksud pada pasal 7
peraturan daerah ini untuk mencegah dan mengakhiri perbuatan
dan tindakan Pekat.
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(2) Pihak ketiga yang berkepentingan  berhak mengajukan
permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan
paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ini.

Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

didahului dengan surat peringatan maksimal sebanyak 2 (dua) kali

dari pejabat yang berwenang.

3)

Pasal 12

Pelanggaran pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah_ ini dapat
. dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegtatan.

Pasal 13

(1) Pejabat berwenang, yang melanggar ketentuan pasal 5 dapat
dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pejabat berwenang, yang lalai dalam menindaklanjuti laporan

dan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
pasal 10 ayat (2), dapat dikenai sanksi administrasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B ABVII
GANTI KERUGIAN

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas
tindakan penyidikan penuntutan dan peradilan yang
bertentangan dengan peraturan daerah ini.

(2) Tuntutan ganti kerugian diajukan olech korban, tersangka atau
keluarganya, atau kuasa hukumnya kepada pengadilan
negeri dalam wilayah hukum pelanggaran peraturan Daerah
tersebut dilakukan.

(3) Pembayaran ganti kerugian difakukan oleh pemerintah daerah
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

TR Y T o gt
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Pasal 15

(1) Barang siapa menderita kerugian akibat pcrbua.tan dan
tindakan P enyakit Masyarakat dapat mengaJukan. gugatan
ganti kerugian kepada pemerintah Daerah yang tidak
melakukan fungsinya mencegah terjadinya Pekat.

(2) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal 15 dapat juga diajukan kepada pemilik usaha dan atau
kegiatan menimbulkan terjadinya Pekat.

(3) Gugatan ganti kerugian dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal
15 dapat diajukan oleh
[.embaga Swadaya Masyarakat.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Urdang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 17

(1) Barang siapa melakukan Pekat yang telah diatur oleh Peraturan
Dacrah ini diancam dengan hukuman pidana sesuat dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Barang siapa melakukan Pekat yang diatur oleh Peraturan
Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lirma

juta rupiah).

(3) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 peraturan daerah ini
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(4) Terpidana yang melanggar peraturan Daerah ini dapat
diumumkan dalam media cetak daerah dengan memuat biodata
terpidana secara lengkap.

(5) Terpidana yang berasal dari Aparat Pemerintah Daerah, Aparat
Pemerintahan Pusat, TNI dan POLRI selain ketentuan dalam
ayat (3) dan (4) pasal ini dapat dikenakan hukuman tambahan
dengan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BABIX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

aan Peraturan Daerah ini dilakukan
berwenang (Satuan Polisi Pamong

(1) Pengawasan terhadap pelaksan
dengan  peraturan

oleh Bupati serta Pejabat yang |
Praja/PPNS/POLRI/chaksaan) sesual
erundang-undangan yang berlaku.

(2) rP”engawasgan terhadap kegiatan dan atau pe_rbuatan yz?n'g1
berhubungan dengan Penyakit Masyarakat, dlla.kukan ole
Pemerintah Daerah, Aparat berwajib, Orang tua, Wali asuh, Guru,
Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Lembaga
Swadaya Masyarakat dan lain-lain.

kait harus memperketat

(3) Pemerintah daerah dengan instansi terkait . at
pengawasan diperbatasan dan pintu masuk di Kabupaten Indragiri

Hulu, agar tidak dimasuki oleh hal-hal yang menjurus pada
kegiatan dan atau perbuatan Pekat.

Pasal 19

(1) Setiap terpidana yang telah menjalani hukumannya diwajil_)kan
menjalani pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi yang tersedia.

(2) Pembinaan selanjutriya dilakukan oleh Pemerintah Daerah beserta
perangkatnya dan tokoh adat/tokoh masyarakat setempat.

BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemerintah Daerah serta instansi terkait secara bersama-sama dan
terpadu melakukan tindakan terhadap media cetak dan elektronik
yang menyajikan cerita, gambar dan siaran yang merangsang
terjadinya perbuatan Pekat serta bertentangan dengan nilai-nilai
agama dan adat istiadat sctempat dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik berupa kegiatan penerbitan,
penjualan, peredaran dan penyewaan.

(2) Pemerintah  Daerah, Pemerintah Kecamatan dan
Desa/Kelurahan  bersama  dengan  instansi-instansi  terkait
mempublikasikan ketentuan pidana dan Peraturan Daerah ini
melalui media cetak, elektronik, stiker, spanduk, papan reklame,
pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya secara berkala.

(1)

Pcmerintah
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i Pasal 21

'Hlal-hal yang berhubungan dengan Pekat yang belum diatur dplam
‘Peraturan Dacrah ini, dapat diatur dengan Peraturan Da‘cr_ah Jainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah 1ni.

B A BXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

tur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

Hal-hal yang belum dia :
keputusan Bupati.

mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Dareah Kabupaten Indragiri Hulu.

Disahkandi : Rengat
Pada tanggal : 28 Agustus 2004
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Diundangkan di  : Rengat ~~
Pada tanggal : 31 Agustus 2004
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